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' PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2zt TAHUN 2008
TENTANG

STANDARISASI PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK

Di PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—
.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa hakekat pembangunan kesejahteraan sosial sebagai
bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok
dan masyarakat;

bahwa negara dan pemerintah berkewajiban menjamin
perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak-hak dasar anak;

bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara dengan menjamin kesejahteraan anak yang layak bagi
kelangsungan hidupnya;

bahwa anak-anak yang dipelihara perlu  mendapat
penanganan Yyang serius dari semua pihak termasuk
pemerintah, sehingga periu menetapkan suatu Standarisasi
Pelayanan Panti Sosial Anak Di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, ¢ dan d, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

 ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kessjahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);




1)

11.

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298),

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1897
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3668),

‘Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1897 tentang Penyandang

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3670);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997  tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikoterapi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1897 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

3673);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
3698);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
211, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha
Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3368);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3754),

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1890 tentang
Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1890 Nomor 57);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor §
Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001
Nomor 095 Seri D Nomor 095);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 — 2025
{(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001 Seri E Nomor 001),
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23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi
gusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor

03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG STANDARISASI

PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standarisasi adalah ketentuan atau prosedur pelayanan sosial anak yang disusun
sebagai acuan dasar pengukuran untuk menentukan persyaratan Panti, kriteria
penerima manfaat dan mekanisme pelayanan sosial anak.

Pelayanan Sosial adalah suatu proses pelayanan profesional yang dilakukan oleh
pekerja sosial/petugas sosialrelawan sosial kepada para penyandang masalah
sosial anak di panti baik panti milik pemerintah maupun swasta agar meningkat
fungsi dan kesejahteraan sosiainya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. .

Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik
fisik, mental, spiritual dan sosial.

Anak Cacat adalah anak yang berusia 5 — 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik
atau mental yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya
untuk melakukan aktivitas secara layaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik,
penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.

Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pelanggaran hukum baik tertulis
maupun tatanan nilai-nilai masyarakat yang berlaku seperti hainya tindak pidana,
pencurian, vadilisme, tindak asusila dan lain-lain Kriteria anak laki-laki atau
perempuan dengan usia 5 tahun dan belum berusia 18 tahun.

Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5 tahun dan belum berusia 18 tahun yang
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/atau
berkeliaran dijalanan maupun ditempat-tempat umum seperti di terminal,
pelabuhan, pertigaan dan perempatan.

Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah adalah anak
yang berusia 5 — 18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak
kekerasan, diperiakukan salah dan/atau tidak semestinya dalam lingkungan
keluarga atau lingkungan sosial terdekat.

Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan susial yang memiliki tugas
dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial kearah kehidupan
normatif secara fisik, mental dan sosial.

4
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) adalah suatu lembaga pelayanan profesional

yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pela i
orang tua kepada anak. | Pelayanan pengganti fungs!

Panti Sosial Bina.an Remaja (PSBR) adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial
yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan
sosial kepada anak putus sekolah yang menyandang masalah sosial guna
penymbuhgn dan pengembangan ketrampilan sosial dan ketrampilan kerja
sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat
yang terampil dan aktif berpartisipasi secara proaktif.

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) adalah panti sosial yang mempunyai tugas
memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yang mengalami hambatan
belajar karena menyandang masalah sosial agar potensi dan kapasitas belajar
pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. /

Pelayanan Kesejahteraan Anak adalah proses atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terorganisasi, sistimatis dan profesional terhadap anak yang
memungkinkan terpenuhinya hak anak yaitu kelangsungan hidup, tumbubh
kembang, perlindungan dan partisipasi.

Pemberdayaan Sosial adalah sistim pelayanan yang diselenggarakan melalui basis
dalam Panti yang terbuka berupa kelembagaan dan masyarakat yang bertugas
memberikan perlindungan, bimbingan dan pembinaan fisik, tumbuh kembang dan
partisipasi secara wajar.

Jaringan Kerja adalah suatu strategi pencarian sistim sumber yang dapat
memperkuat dan mendukung pelayanan melalui koordinasi, kolaborasi, asistensi,
advokasi, inform asi dan negoisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Ketrampilan Sosial adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan
sosial yang serasi dan memuaskan, mengadakan penyesuaian yang tepat
terhadap lingkungan sosial, memecahkan masalah sosial yang dihadapi serta
mengembangkan aspirasinya.

Aksesibilitas adalah kemudahan-kemudahan yang terkait dengan pelayanan sosial
anak baik yang berada dilingkungan panti maupun diluar lingkungan panti.

Advokasi sosial adalah upaya untuk mendukung, membela dan melindungi
penyandang masalah sosial baik secara individu, keluarga dan masyarakat
sehingga dapat melakukan tindakan yang menolong mereka untuk memenuhi
kesejahteraan sosialnya.

Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 0 — 4 tahun yang karena sebab
tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewsjiban karena beberapa
kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya
atau kedua-duanya meninggal, anak balita sakit sehingga terganggu kelangsungan
hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun
sosial dan/atau anak balita yang hidup tetapi ditinggalkan orang tuanya.

Pasal 2

Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari
5 Bab yaitu -

Bab |. Pendahuluan.

Bab . Tugas Pokok dan Fungsi Panti Sosial Anak.

Bab lil . Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak. :

Bab IV. Mekanisme Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Panti Sosial Anak.
Bab V. Penutup.



Rincian lebih lanjut Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak Di Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 JUNI 2nna

[}GUBERNUR NYFA TENGGARA TIMUR, {

PIEVALEXANDER TALLO ;T)

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 JUNI 2nng

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
- NUSA TENGGARA TIMUR, DF

-

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2008 NOMORM55 SERI & NOMOR 045

DABPPERCUPPargul B Panl Sosksl Analdoc
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DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepéda Tuhan Yang Mahé_\}Esa atas Rahmat dan
KaruniaNya, sehingga Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak dapat disusun dan
selesai dengan baik.

Penyusunan Standarisasi ini merupakan perwujudan tanggung jawab
pemerintah daerah untuk memotivasi dan memfasilitasi para pelaksana pelayanan
sosial melalui Panti Sosial Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standarisesi Pelayanan Panti Sosial Anak diharapkan dapat membantu dan
memudahkan pelaksanaan kegiatan dilapangan serta menjadi acuan bagi
penyelenggara Pelayanan Sosial Anak melalui Panti Sosial Anak di Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Saran dan Kritik yang membangun untuk penyempurnaan Standarisasi
Pelayanan Panti Sosial Anak ini sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak dan Tim penyusun yang telah memberikan
kontribusinya dalam proses penyusunan Standarisasi ini, kami mengucapkan terima
kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

[’_GUBERNUR NYSA TENGGARA TIMUR, |
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Kondisi Permasalahan dan Populasi :

Pada umumnya Panti-Panti sosial anak baik Panti milik Pemerintah maupun Swasta
di Provinsi Nusa Tenggara Timur jumiahnya sangat terbatas dan masih mengalami
masalah dalam berbagai hal antara lain :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok : kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggail,
kesehatan, pendidikan dan sarana bermain/rekreasi masih belum sesuai dengan
standar kebutuhan hidup minimum;,

2. Pelayanan Sosial : proses pelayanan yang diberikan belum profesional, masih
bersifat belas kasihan ( Charity );

3. Sumber Daya Manusia (SDM) : pada umumnya Panti-panti sosial belum memiliki
SDM yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas;

4. Sumber Dana : pada umumnya Panti-panti sosial belum mempunyai sumber
dana tetap untuk membiayai kegiatan operasional,

5. Sarana pelayanan : sarana perkantoran, asrama dan sarana penunjang lainnya
belum mermadai;

6. Jaringan kerja : pada umumnya Panti-Panti sosial tidak memiliki jaringan kerja

yang luas. ’

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya
anak (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak cacat, Anak Jalanan, Anak yang
membutuhkan Perlindungan khusus, Anak Nakal) pada Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur tahun 2008, berjumlah 112.578 anak, terdiri atas laki-laki : 36.024
anak (32,%) dan perempuan : 76.552 anak (68 %). Dari jumlah tersebut yang
mendapat pelayanan dalam panti . 129 panti sosial dengan jumiah anak sebanyak
5.509 anak (4,89%), sedangkan sisanya sebanyak 107.067 anak (85,11..% ) berada
diluar panti (lampiran 1).

B. Dasar Pemikiran :

1. Hakekat Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian tak terpisahkan
dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
individu, kelompok dan masyarakat;
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Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

Anak adalah narapan bangsa yang merupakan penentu dan memiliki posisi
strategis dalam kelangsungan hidup bangsa, apabila anak tumbuh kembang
secara wajar dapat memberikan konstribusi positif bagi pembangunan bangsa,
Peran orang tua dan keluarga sangat penting dan merupakan pihak pertama
yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak terhadap
tumbuh kembang anak;

Berbagai komitmen nasional baik berupa peraturan perundang-undangan
maupun kebijakan, mengamanatkan bahwa kesejahteraan sosial anak baik
perlindungan maupun pemenuhan hak anak dilaksanakan oleh pemerintah dan
masyarakat;

Penanganan anak oleh pemerintah dan masyarakat dilakukan dengan 2 ( dua)
sistim : yakni Sistim Dalam Panti (SDP) dan Sistim Luar Panti (SLP);

Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui sistim panti merupakan pelayanan
alternatif, apabila fungsi dan peran keluarga atau masyarakat tidak dapat
memenuhi kebutuhan anggotanya;

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial memeriukan profesionalisme dan
akuntabilitas;

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan dalam
menetapkan kebijakan yang bersifat teknis meliputi pedoman dan prosedur
dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial bagi anak.

. Manfaat:
1.

Sebagai acuan kepada berbagai pihak dalam memberikan pelayanan sosial
secara profesional untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensi Panti
sebagai lembaga pelayanan Sosial anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Memudahkan bagi penyelenggara Panti Sosial Anak milik Pemerintah dan
Swasta dalam melaksanakan pelayanan sosial secara profesional dan
bertanggung jawab. "

. Ruang Lingkup :

Standarisasi Pelayanan dalam Panti Sosial anak menguraikan secara umum

bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial dilakukan secara profesional yang

meliputi Persyaratan Panti, Kriteria Penerima manfaat dan Mekanisme

Pelayanan.
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A.

BAB il
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PANTI SOSIAL ANAK

Kebijakan :

Kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak dalam panti

sebagai berikut

1. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya
permasalahan anak;

2. Meningkatkan upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sosial;

3. Mengembangkan dan menguatkan mekanisme pelayanan sosial anak;

4. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja kesejahteraan sosial anak
pada tinggk: t Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;

5. Melakukan penelitian dan pengembangan, pendekatan profesional dalam
penanganan masalah kesejahteraan sosial anak;

6. Meningkatkan fungsi panti sosial anak yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi
sosial, pendidikan dan pelatihan, pusat informasi dan pengembangan model.

Strategi :

Dalam melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap
anak dalam panti baik milik pemerintah maupun swasta, maka strategi yang
dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sosial,

2. Kemitraan Sosial;

3. Partisipasi Sosial,

4. Advokasi Sosial.

. Tugas Pokok Panti :

Tugas Pokok Panti Sosial Anak adalah memberikan bimbingan dan pelayanan
yang bersifat Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Promotif dalam bentuk bimbingan
fisik, mental, sosial, pendidikan, pelatihan ketrampilan bagi anak penyandang
masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan
bermasyarakat.



D. Sasaran:

Sasaran pelayanan sosial anak dalam panti adalah

1. Balita Terlantar, Anak Tertantar, Anak Cacat, Anak Jalanan , Anak Nakal, Anak
yang membutuhkan perlindungan khusus, Anak yang diperlakukan salah/tindak
kekerasan, narkoba dan lain-lain;

2. Keluarga dan masyarakat;

3. Perseorangan atau lembaga yang dinilai sebagai pemilik sumber sekaligus
anggota jaringan.

E. Indikator Keberhasilan :

1. Terpenuhinya hak dasar anak;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan énsial anak dalam Panti -Sosial;

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan
sosial anak dalam panti;

4. Terpenuhinya sarana dan prasarana Panti Sesial untuk kebutuhan anak;

5. Meluasnya Jaringan Kerja.



BAB lil
STANDARISASI PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK

A. Persyaratan Panti Sosial Anak :

1. Kelembagaan :
a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Mendapat izin Operasional dari Instansi Sosial tingkat Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional;
Memiliki pengurus;
d. Tahun berdirinya Yayasan.

2. Sarana dan Prasarana :

a. Sarana Pelayénan Teknis :
- Sarana dan Prasarana assesmen,
- Ruang dan peralatan bimbingan sosial,
- Ruang dan peralatan bimbingan fisik;
. Ruang dan peralatan bimbingan mental;
- Ruang dan peralatan bimbingan ketrampilan.

b. Perkantoran:

- Ruang Kantor,

- Ruang Rapat,

- Ruang Tamu;

- Ruang Laboraterium;
- Ruang Konsultasi;
- Ruang Ketrampilan;
. Alat Komunikasi;

- Alat Transportasi.

c. Umum:
- Ruang Tidur,
- Ruang Aula;
- Ruang Dapur,
- Ruang Makan;
- Kamar Mandi (MCK);



- Ruang Belajar;

- Ruang Case Conference,

- Sarana/prasarana Olahraga dan kesenian;

- Ruang Kesehatan dan peralatan;

- Ruang Perpustakaan;

- Rumah Petugas; |

. Semua Sarana dan Prasarana ini bagi Panti lama disesuaikan sementara

Panti baru wajib.
3. Sumber Daya :

a. Sumber Daya manusia:
- Kepala Panti /Kepala Seksi (Pendidikan minimal D3);
- Kepala Tata Usaha;
- Pekerja Sosial 1/10 untuk anak Normal dan 1/6 untuk anak cacat;
- Pengasuh 1/10 untuk anak Normal dan 1/5 untuk anak cacat (Pelayanan
anak dalam panti sesuai dengan kondisi);
- Instruktur;
- Pendidik;
- Pembimbing Rohani;
- Dokter/Perawat (Dokter tanpa perawat pekerjaan tidak effektif);
- Psikolog;
- Psikiater;
- Tukang Mésak;
- Tukang Cuci/kebersihan;
- Tukang Kebun;
- Satpam;
- Sopir.

b. Sumber Dana:
- Sumber dana tetap;
- Sumber dana tidak tetap/denatur.

c. Sumber daya alam:
- Lahan untuk usaha pertanian, peternakan dil;
- Sarana/sarana air bersih.



4. Program dan Pelayanan :

a. Perencanaan:
Perencanaan merupakan proses penelaahan dan penyusunan rencana
program pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan ’
kalayan.
1) Tujuan: ;
Untuk menetapkan program pelayanan yany tepat sesuai dengan
permasalahan dan kebutuhan kalayan.
2) Metode :
-  Wawancara,
- Diskusi;
- Pembahasan kasus.
3) Kegiatan :
- Penetapan tujuan pelayanan,
- Penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan kalayan;
- Penetapan potensi dan sumber-sumber yang dibutuhkan;
- Penetapan waktu pelaksanaan rencana program pelayanan sosial bagi
anak dan keluarganya.
4) Langkah-langkah :
- Membentuk Tim;
- Menyusun jadwal,
- Menetankan biaya,
- Menyiapkan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan perencanaan program pelayanan;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Pelaksanaan Pelayanan :
Pelayanan bagi anak dilaksanakan berdasarkan rencana program pelayanan
yang meliputi kebutuhan, potensi, karakteristik dan permasalahan kalayan
yaitu .
1). Bimbingan Fisik dan kesehatan;
2) Bimbingan Mentat dan Psikososial,
3) Bimbingan Sosial;
4) Bimbingan Ketrampilan;
5) Bimbingan Pendidikan,
6) Bimbingan Individy;



7) Bimbingan kelompok;
8) Penyiapan Lingkungan sosial/Resosialisasi.

. Monitoring dan Evaluasi :

Panti sosial anak periu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam

rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan yang terdiri dari :

1) Monitoring dan evaluasi proses yaitu : penilaian yang ditakukan terhadap
proses pelayanan dan kalayan,;

2) Monitoring dan evaluasi hasil yaitu : kegiatan monitoring dan evaluasi
untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan.

. Pelaporan :

Pelaporan adalah penyampaian informasi tentang kegiatan yang telah
dilaksanakan, hambatan dan riasalah yang dihadapi-,/—,alternatlf pemecahan
dan usul untuk pemecahan masalah. '
1) Tujuan:
Pelaporan merupakan sarana informasi dari panti kepada atasannya
sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang diembannya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
2) Pelaporan harus memenuhi beberapa unsur antara lain :
- Menarik dalam penyajiannya,
- Disusun secara sistimatis;
- Memuat masalah-masalah kegiatan pelayanan dalam panti;
- Dilengkapi dengan data dan foto kegiatan.
3) Pelaporan dilaksanakan secara berkala yaitu sebagai berikut :
- Laporan Bulanan;
- Laporan Triwulan;
- Laporan Semester;
- Laporan Tahunan.
4) Bentuk Laporan :
- Dalam bentuk narasi;
- Dalam bentuk tabel.



5) Pelaksanaan Pelaporan :

- Panti sosial anak milik pusat disampaikan kepada : Direktorat Jenderal
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Direktur Pelayanan Sosial
Anak; .

- Panti Sosial milik Pemerintah Daerah disampaikan kepada
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial
Provinsi/Kabupaten/Kota;

- Panti Sosial milik swasta dapat menyampaikan laporannya kepada :
Yayasan yang menjadi naungan Panti tersebut, Dinas Sosial Provinsi,
dan bagi panti sosial swasta yang berada ditingkat Kabupaten/Kota
dapat menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial Kabuapten/Kota
atau Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8) Materi pelaporan meliputi :

. Reaslisasi Pelayanan yakni kegiatan pelayanan yang sudah diberikan

panti kepada anak;

- Kondisi anak;

- Pengeloiaan dana meliputi sumber dan penggunaan dana selama

proses pelayanan,

- Kondisi sarana dan prasarana serta dukungan fasilitas yang dimiliki
panti;

- Kondisi sumber daya manusia pelaksana dalam penyelenggaraan

pelayanan,
- Beberapa aspek yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan

laporan yakni catatan harian, hasil koreksi, wawancara dengan kalayan

dan hasil evaluasi.

RN

¢. Pembinaan Lanjut:

Pembinaan Lanjut/Binjut adalah kegiatan untuk memonitor dan memantau
penerima manfaat sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga.

B. Kriteria Penerima Manfaat (Benefeseries) :

1. Identitas :
- Nama Anak
- Umur (5 tahun dan belum berusia 18 tahun) :

- Tempat/Tgl.Lahir :



- Jenis kelamin

- Alamat

- Pendidikan terakhir :
- Pekerjaan

2. Jenis PMKS yang boleh masuk Panti :

Anak Yatim Piatu;

Anak Jalanan,

Anak Balita Terlantar;

Anak Cacat yang terlantar ( A,B,CDEFG)
Anak Nakal;

Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan.

-~ e a o o

3. Persyaratan Masuk Pantl :

a. Admnistrasi:

1) Akte Kelahiran (jika ada);

2) Surat Baptis (jika ada);

3) Surat Keterangan dari Pemerintah
menerangkan tentang keadaan penerima manfaat;

4) Surat Pindah Sekolah dan rapor bagi penerima manfaat yan
mengikuti pendidikan;

5) Surat Penyerahan anak dari orang tuafwali;

6) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial kab/Kota.

Desa/Kelurahan setempat yang

g sedang

b. Persyaratan Tehnis :
1. Mampu latih dan mampu didik;
2) Bersedia mengikuti peraturan di panti,
3) Sehat jasmani dan rohani;
4) Tidak mengidap penyakit menular.

C. Mekanisme Pelayanan :

1. Tahap Pendekatan awal
a. Sosialisasi Program;
b. Penjaringan!penjangkauan penerima manfaat;
c. Seleksicalon penerima manfaat,
10



d. Penerimaan dan Regesitrasi;
e. Case Conference.
2. Tahap Pengungkapan dan Pemahaman Masalah :
a. Analisis kondisi penerima manfaat,
Analisis kondisi keluarga;
Analisis lingkungan;
Karakteristik masalah;
Sebab dan Implikasi masalah;
Kapasitas mengatasi masalah, "y
Sumber daya;

o ™0 Qo0 0

Case Conference.
3. Tahap Perencanaan Program Pelayanan :
a. Penetapan Tujuan Pelayanan; ’
b. Penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan penerima manfaat;
c. Sumber daya yang akan dibutuhkan :
1) SDM; Pengelola dan Pendamping;
2) Sarana dan Prasarana,
3) Juklak/Juknis,
d. Case Conference.
4. Tahap Pelaksanaan Pelayanan :
Bimbingan fisik dan kesehatan;
Bimbingan Mental Spiritual dan psikososial;
Bimbingan Sosial dan Terapi Kelompok;
Bimbingan Ketramptlan;
Bimbingan Kelompok;
‘Bimbingan Pendidikan;
Bimbingan Individu;

o ™m0 00 08

Proses Penyiapan Lingkungan Sosial.
5. Tahap Pasca Pelayanan :

a. Penghentian pelayanan/Terminasi;

b. Rujukan;

¢. Resosialisasi;

d. Pemulangan dan penyaluran;

e. Pembinaan Lanjut.

11



BAB IV
MEKANISME PEMBINAAN, PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PANTI SOSIAL ANAK

A. Mekanisme Pombinaan :

Mekanisme Pembinaan terdiri dari Pembinaan Vertikal dan Pembinaan Horisontal.

1. Pembinaan Vertikal :

a. Tingkat Pusat : Departemen Sosial Rl Cq. Direktorat Jenderal Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial, melalui Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak;

b. Tingkat Provinsi : Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

c. Tingkat Kabupaten/Kota : Kepala Dinas/lnstansi Sosial 'Kabupateanota
atau bagian yang menangani anak;

d. Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.

2. Pembinaan Horisontal :

a. Intra Sektoral adalah Pembinaan yang dilakukan karer.a ada hubungan kerja
antara Panti Sosial Anak dengan Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan
Provinsi,

b. Inter Sektoral adalah Pembinaan yang dilakukan karena ada hubungan kefja
antara Panti Sosial Anak dengan Instansi lain yang berkaitan dengan
pelayanan dan kegiatan panti sosial anak, termasuk para donatur.

B. Pengendalian :

1. Tingkat Provinsi : Gubermnur NTT Cq. Kepala Dinas/instansi Sosial Provinsi
melakukan pengendalian terhadap Panti Sosial Anak milik Pemerintah Daerah
dan Swasta;

2. Tingkat Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota Cq. Instansi Sosial Kabupaten/Kota

meiakukan pengendalian terhadap Panti Sosial Anak yang berada di
Kabupaten/Kota. Pengendalian dimaksud diarahkan kepada hal-hal sebagai
berikut :
a. Tertib administrasi;
b. Tertib Organicasi;
¢. Tertib Operasional;
d. Tertib Personal.
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C. Pengawasan :

1. Tingkat Pusat : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan
Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak melakukan Pengawasan terhadap Panti
Sosial Anak;

2. Tingkat Provinsi : Gubemur NTT Cq. Dlnaalln:stansi Sosial Provinsi melakukan
Pengawasan terhadap Panti Sosial Pemerintah Daerah dan Panti Sosial Swasta
yang berada di Provinsi;

3. Tingkat Kabupaten/Kota : BupatiWalikota Cq. Dinas/instansi Sosial

Kabupaten/Kota melakukan pengendalian/pengawasan terhadap panti sosial
yang berada di Kabupaten/Kota.
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutlak dilakukan terhadap
pelaksanaan program/kegiatan pelayanan Panti Sosial Anak agar sejalan
dengan Kebijakan, Strategi, Sasaran dan Tujuan yang ingin dicapai demi
terwujudnya kesejahteraan sosial anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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BABYV
PENUTUP.

Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak ini diharapkan menjadi Acuan bagi
Pekerja Sosial/Petugas Sosial/Relawan Sosial dalam memberikan pelayanan kepada
para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak melalui Panti Sosial Anak di

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanah Flobamora.
Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian, Terima Kasih.

&GUBERNUR USA TENGGARA TIMUR, |

PIET ALEXANDER TALLO Af

DABFPEROUINLErEmLImpiran Porpuls BF Panth Boslel Adak.doc
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LAMPIRAN :1

DAFTAR PANTI SOSIAL ANAK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PA. Imacuel Baumaty
T

1 Panti Asuhan Kristen GMIT 221 1)L Jend.Amad Yani 50 anak 85224
No. 26 Kpg, II
2 Panti Asuhan Sonaf manekan 2 JJ. Tim-Tim Km-1 Oesapa 88 anak |
3 Panti Asuhan Syalom 3 LH R Koroh-Sikumana 40 anak
( Yayasan Bina Kasih Sion ) Kupang.
4 Panti Asuhan StLowis de Monfort 4 JL.Oebolifo Il Sikumana Kpg 52 anak
5 Pantl Asuhan Petra 246 5 J1. Sasando 3 B, Fatufeto Kpg 40 anak B2UB
6 Panti Asuhan Alsyah 6 JLKH.A.Dahian 1 No.19 Wall 50 anak
kota Kupang.
7 Panti Asuhan Al Hikmah 7 Jl.Lapangan Tembak Nun Baun 40 anak II
Sabu, Kec. Alak. i
8 Panti Asuhan Sanggah Eni 8 J1Ikan raja-Namosain-Kpg 30 anak f
9 Panti Asuhan harapan Bangss 9 J1.Salak -Oepura Kec Maulafa 20 anak
10 Panti Asuhan Kasih Agape 10 JL. H.R. Koroh KM-8 Kie.Belo 15 anak H
11 Panti Asuhan Nok Manekan 11 Kel, Naioni 20 anak (4‘
12 Panti Asuhan Nurrusa'adah 12 J1.Soekarno 24 Fontein 25 anek 8221
PA. Rosa Mistyca 13 J.Fatudsla-Ukitau-Liliba 10 anak
13 UPTD PRS- Seksi Rehabilitasi Sosial 14 Jl. Anggrek No. 19 Cepura 70 anak
Tuna Netra Hit Bia Kupang.
14 Yayasan Asuhan Kasih 15 J1 Pendidikan Kots Baru Kpg 30 anak 85228
15 Panti Anak Cacat Alma Kupang 16 JKebun Radja Kel.Air Nona 20 enak 82%‘
Kupang. o
1 UPTD PPPS Riang Naibonat Kupang T1.Tim-Tim Km-36 Naibonat 70 anak
2 Pantl Asuban Amanah JiRaya tablolong KM 14 150 anak |8081262/ “
Batakte - 81335506191
3 Panti Asxuhan Pintar Noelbaki 20 anak
II 4 Panti Asuban Caritas Biara Susteran CIJ Burain 45 anak
5 Panti Asuhan Roslin Desa Oenlasi Kec.Kpg Tengah 25 anak
u 6 Panti Asuhan Bukit Zaitum Desa Baumata Kec.Kpg Tengah 30 anak
f 7 panti Asuhan Bejana Telents JLLHR Koroh Km-17 Bismarak 30 anak
a 8 Panti Asulwn Bina Putra Bangee Kelurahan Naibonat. 25 arwk J
PA. Cipta Sarjana Amabi Aefeto 42 anak
L Sekolah Alkitab Baumata 24 anak
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1 Pant Asuhan Ume Marekan

J1.Kartini No.12 Kota SoE

56 anak
( 2 Panti Aeuhan Lukba Desa Oenlasi Kec.Amantn Sel. 30 anak
( 3 Panti Asuhan Ad. Dakwah Kec. Kota SoE 12 anak |
" 4 PA.Pulri 5t. Yohanes Vianney Jt.Banutamonob 5 Desa 30 anak |
Oinlasi H
( PA. Anugerah SoE J.Kakatua No45 RT/RW09/06 40 anak
Kel. Nunuana
PA. imanuel Sof Kel.Cendana 22 arak
5 Panti Remaja Putrl Noverw Kapan Jl.Kampung Baru Econbasi 40 anak
Molo Utara. i
659 anak
1 Pantl Asuhan Santa Mari:. Manuful Dess manufui Kel.UPfaun 40 anak ﬂ
Kec. Biboki Selatan, f
i 2 Panti Sosial St. Katharina Mena Desa celpuah kec.Biboki sel. 40 anak I
3 KKB Reinha Rosari Noemuti Kel fatunuti kec.Nosmuti 70 anak
4 KKP 5t. Theresia Eban Susteran PRR Paroki Eban 40 anak
S KKP Devina Provedentia Maubesi Kel.maubesi ke Insana 40 anak
6 PA. St Theresia Oenupu Desa teba kec.Biboki Sel 70 anak 216
7 KKP St. Anthonius Fatuhao Desa Fatinesu kec.Insana 70 anak
8 KKP St. Nikolaus Bijsepasu Kec.Miomafo barat 100 anak
9 Panti Rernaja Jelutu Maubesi kel Maubesi Kec.lnsana 50 anak
PA.PSBR St Angela de Marict Kefa Biare Roh Kudus Kefa 75 anak
10 Yayasan Brayat Pinuji ] Sisingamangaraja kefa 20 anak 31464
11 PR. Kusta Bunda Pembantu Abadi/ Desa Naob kec.Noemuti 44 anak
12 Yayasan Gabriel Manik
1 Panti Asuhan Bina Bungs Bangse Kompieks Perum Belu Permai 30 anak
2 Panti Asuban Kesuma St.Theresia Jl.Imaculata kel.Atambua/Kota 120 anak
3 Panti Asuhan Suluh Obor Desa Mandeu Kec Malaka Tim 140 anuk 2167
4 PA Putri 5t. Petrus Lahurus kec.Tastim 82 anak
5 Panti Remaja Putri Betun Betun Kec Malaka Tengah 42 anak |
6 Panti Remaja Sion Alambua 24 ansk "
7 PA. Hadlman Haklaran Tenukiik Desa terukboi 40 anak
Kec.Kota Atambua anak
8 Pant! Anak Cacat - ALMA Atambua Kel. Tulamalae Kota Atambua 28 anak
9 PA. Pondok Mercy Indonesia J1. Nenuk Asuulun 23 anak
10 PA. Bina Remaja Nenuk Nenuk 46 anak
11 PA. Sola Grecia Lakafehan 52 anak




1 Panti Asuhan Amal [khias

J1.DI Penjaitan Kalabahi

4 anak
2 Panti Asuhan Damian JL..benteng No. 17 kalabahi 46 anak
3 Panti Asuhan Kaslh Kenari Jl.Nuri Setu kalabaht 44 anak
4 Panti Asuban An-Nur Nlsazuatulangi No.16 Kel.Mira 26 anak
5 Panti Asuhan sangkala JLIr.H.Juanda No.12 Kalabahi 26 anak
6 Panti Asuhan Ui Garlang Desa Muriabang Kec.Pant Brt 30 anak
270 anak
1 PSAA Taruna harapen Lembata JLBasuki rahmat-Lewoleba 70 anak
Tengah Kec. Nubatukan
2 PSBR Don Boaco .Trans Lembata Kel Lewoleba 80 anak
Tengah Kex, Nubatukan
3 Pant Remaje Puiri Kalikasa Desa Katakeja, Kec Aladel 30 anak
4 PS Remaja Pulra St. Athonjus Ji.Trane Lembata Kel.Lewolebe 50 anak
Lawoleba Tengah Kec. Nubatukan
5 P'S Reamaja Putri St. Theresia Lama Lingkungan lamahora Timur 20 anak
hora. Kec.Lewoleba Tmr-Kec.Nuba
tukan
6 Panti Paca Kusta Beato Damian Jl.rays Bukit Lewoleba 20 ansk
578 woak
1 Panti Asyhan Pelangi Waibalun-Larantuks 83 anak
2 PA. Gabriel Manik Kel Sarotari Kec.Larantuka 50 arak
3 Panti Asuhan Suber Daya N.TKK Nelly No.308 Waiwrg 40 anak
4 Panti Sosial Durul Istigomah Desa Terong Kec.Ad. Timur 20 anak
5 Panti Sosial Al Barash Desa Duanur Kec.Ad. Barat 50 anak
& Panti Sosial St. Maria Goreti Biara SSPS Balela Larantuka 75 anak
7 Panti Asuhan Emaus 1 Hokeng Biara SSPS Hokeng Kec.W.ulan 30 anak
Bitang
8 Pantl Remaje 5t. margaretha Desa pamakayo kecSolor Brt 75 anak
9 PS5 St. Blisabet. POX 34 BiarnPRR CabR.Kenl 100 anak
Larantuka
10 PSBR 5t Maria Goreti Kael, Balela kec.Larantuka 75 anak
11 PSBR St Getredus Desa Hokeng Kee.W. Gitang 50 anak
12 PSBR St Agnes Desa Hokeng Jaya Kec. W.Gtg 100 anak
13 Panti Sosial Syalom Desa Tiwatobl Kec.Demandir 30 anak
14 Panti Anak Cacat Pater Damian Werl Larantuka 50 anak
15 PA. Karya Kasith KK II Cab.Wajula Kee. W.Gitang-Larantuks 50 anak
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1 PA. Ummwl Mukminin Hafseh J1.Sudiorman Waioti-Maumwre 30 anak
| 2 PA. Maria Stella Maris Kel.nangahurek Kec.Alok 40 anak
H 3 PA. Rexuresio Lekebat’ Desa Bhera Lekebai-Kec.Paga 18 anak
4 PA. Maria Vistasi Nebe Blauk Desa Tobe-Kac. Talibra 28 anak
“ 5 PA. navitas Watublapi watublati Desa Kajowayer 40 anak
H Kec Kewspante mzﬂ
6 PA. Asumtio Wolofeo Desa Renganasi kec.Mego 27 anak i
i 7 PA. So. Desa Taruna Jl.magapanda Km-14 Desa 105 anak 8611
WIl'l.l-l"il maumere li
ﬂ7 8 PR. Putri St Theresia Nebe Waer Mitak Desa nebe-lalibra 29 anak I
( 9 PR, Putra Bunda Hatim Kudus JL.Kimangbulen No.3 Kota 25 sk |
Uneng Alok l
H 10 PAC. 5t. Aloysius Susteran ALMA TLGolkar No. 1 waerklau 20 anak
Kota Uneng Kec.Alok
H 11 PAC St Vincentius kec.Alom Sikka 16 anak
( 12 PAC. St maria Paudodo [ p _ 28 anak

1 PA. Naungan Kasih St. Elisabeth JLE1 tari No.- 37 anak 21508
2 PA. Wall Sanga Kel.Rukun Lima kec.Ende Sel 50 anak 21u9f
3 PA. Brayat Pinudii Wisma St.Fransiskus Kec. 53 anak

Detusoko |
4 PA, Santa Theresia Desa Kota baru kec.Kota baru 40 anak m
5 PA. St. Vincentins Deta Loboniki kec.Kota Baru 30 anak
6 PA. Pati Jie Pamapawe 1. Adi Sucipto Gg UPBA IPFI 50 anak

Ende

. - 302 apak:

1 PR (KKP) 5t. Yosep \Volosambi Biara CT} Wolosambi. 50 anak n
2 PR (KKP) Intmaculata Boawse kec. Boawae 75 anak
3 PR (KKP) St. Yosep Riung Kec. Riuang 25 anak
4 pant Asuhan St. Aloysius Kongregasi Bruder 5t Aloysius 45 anak

CSA Boawse
5 Pantl Anak Cacat Alnu Boanio Desa Olaia kec.Aesesa 20 anak
6 Pant Armk Cacat Alma Mundemi Maudemi-Lodalima Kec. 20 anak

Keo Tengah -Nangaruru H
7 Panti Anak Cacat Alina Rajawa J1.Taman Wisata Mengerunda 20 anak |
§ Panti Anuk Cacat Alma Bcawae J.Ebulodo Paulewa Blok D- 22 anak f

" Boawae. II

9 Pantl Anak Cacat Citra J1.Yos Sudarso kel.trikora 25 anak 216

||_ kec.Ngada Bawah




L

1 l’anuAsuthemnmmu

Wae Paca Desa Lalong Kec.
Wae Rii
| 2 Panti Remuaja St. Maria Goreti Biare SSPS-Ruteng
3 Panti Asuhan Anak Hati Nural JLGlodial No.28 Kel.Pau-Rtg 57 anak
Rakyat { HANURA) 25 anak
4 Panti Asuhan 5t. Agnes Reo Blasa S5PS-Reo
5 Panii Remaja Dian Yoseta Dailc Desa Pong Murung-Rig 25 anak H
6 PRKC Santa Damian-Cancar Kotak Pos 1 Cancar-Ruteng 125 anak 86351l
7 PPC Karya Murni N.Pelita No. 2 Rig 100 anak 21425
I
M.Rai. 150 |
Brt. 1 Panti Remaje Ammoldus SMAK Ignatius Layola L.Bajo 50 anak f
2 Panti Remaja Putr St. Maria Biara S5PS St.Therasia Avilla 100 anak 41279
Helena Stolen Weak. Labuan bajo
1 PA. Kiesten Lipki Preliu (YYS.Bethel) Kel. Proliu Kec, Waingapu
2 Panti Remaija St. Mikhael Biara SSPS-Kota waingapu
3 Pantl Remaja Berta Maria Helena Biaya SSPS Pamati Karats
Stolenweak( Kel, Lewa Paku kec.Lewa
4 Yayasan Bethel Kel. Metewai Kec.Kota Wgp
Barat | 1 UPTD PPPS Ora Ft Labore 1. Teratai No. 12 Telp. 70 anak
2 PA. Seraphine Katikuloku Dese Katikuloku Kec katikuta 50 anak
tana anak “
3 PA. Sinas Harapan 240 Waibaku Desa Anakalng 52 anak |
Kec.katikutana i
4 Pantl Sosial Sumba Mekar Bandara Tambolaka -KecLoure. 8 anak
5 Panti Remaja Putri St. Ama Bandara Tambolaka -KecLoura 30 anak
( 6 Panti Remaja Putri St. Angels M. Ds kalimbu Ndaramere 30 anak 8725
kec. Wejewa Timur
7 Panti Remaje Putr St Maria Desa waitabula kec.Loura 30 anak 2609
8 Panti Remaja Putri St. Elizabeth, Desa Homa karipit Kec.Kodi 30 anak “
9 Panti Anak Cacat Alma Wkbbk JLK Hajar Dewantara No.20 22 arak n
Waikabubak
TOTAL:....... 5751 anak




